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SALINAN 
 

 

PERATURAN BUPATI  PEKALONGAN 
NOMOR   78  TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PEKALONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 105 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah, dalam rangka mengurangi piutang Pajak 

Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yang tidak mungkin ditagih 

lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 

kedaluwarsa, maka Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 72 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan Kabupaten Pekalongan; perlu ditinjau 

kembali dan diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pekalongan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3987); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten 

DaerahTingkatII Pekalongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3381); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 

Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3643); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Penetapan Besarnya Pajak Nilai Jual Kena Pajak untuk 

Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4200); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 

Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi Dan Penetapan 

Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan; 



5 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 

Tahun 2010 tentang  Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 27); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 5); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56); 

25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 72 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi 

Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten 

Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2012 Nomor 72); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 72 TAHUN 

2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN KABUPATEN PEKALONGAN. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 72 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2012 Nomor 72), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan. 

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang  tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 



7 

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disingkat (PBB-P2) 

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. 

9. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian 

kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 

subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang 

terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 

dan perairan pedalaman serta wilayah laut 

kabupaten. 

11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenakan pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan 

pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

13. Objek pajak adalah objek Pajak Bumi dan 

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak 

Sektor Perhutanan dan Objek Pajak Sektor 

Pertambangan. 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi 

dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 

perairan pedalaman da/atau laut. 

16. Nilai Jual Obek Pajak Tidak Kena Pajak, yang 

selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai 

yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek 

pajak yang tidak dikenakan pajak. 

17. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak 

atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta 

bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang di bidang pertanahan dan 

bangunan. 
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18. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang 

diatasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

19. Nilai Jual Obek Pajak, yang selanjutnya disingkat 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan 

bilamana tidak terdapat  transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru 

atau NJOP pengganti. 

20. Nilai Jual Obek Pajak Pengganti, yang selanjutnya 

disingkat NJOP Pengganti adalah suatu 

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu 

objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi 

objek pajak tersebut. 

21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 

dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam 

tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perudang-undangan 

perpajakan Daerah. 

22. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjtnya 

disingkat SPOP dan  adalah Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjtnya 

disingkat LSPOP adalah surat yang dunakan oleh 

Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek objek 

PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perudang-

undangan perpajakan Daerah. 

23. Nomor Obek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP, 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal didi atau 

identitats Wajb Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang 

selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 

digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-

P2 Perdesaan dan Perkotaan  yang terutang kepada 

Wajib Pajak. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 
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26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Bupati. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak yang terutang kurang bayar. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang 

selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 

pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 

besar dari pada pajak yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat 

keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam 

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perudang-undangan perpajakan daerah yang 

terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan 

Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau 

Surat Keputusan Keberatan. 
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33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 

atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang. 

34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 

pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 

Keberatan yang diajukan  oleh Wajib Pajak. 

35. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang 

pada SPOP, dan/atau SSPD sesuai dengan 

peraturan perudang-undangan yang berlaku setelah 

dilakukan pembayaran ke kas Daerah kecuali pajak 

terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku. 

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perudang-undangan perpajakan Daerah. 

37. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk 

oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan 

pendapatan Daerah. 

38. Utang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya 

disebut dengan utang PBB adalah Pajak Bumi dan 

Bangunan yang masih harus dibayar termasuk 

denda administrasi yang tercantum dalam SPPT, 

SKP PBB dan/atau STP PBB. 

 

2. Diantara Bab XII setelah Pasal 47 dan Bab XIII 

disisipkan 1 (satu) bab baru, yaitu BAB XIIA 

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK, dengan 3 (dua) 

pasal baru, yaitu Pasal 47a, 47b dan Pasal 47c, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB XIIA 
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

 

Pasal 47a 
 

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak Daerah 

yang tidak mungkin ditagih lagi karena tidak bisa 

tertagih dan/atau hak untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluwarsa. 
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(2) Penghapusan piutang pajak Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala 

BPKD. 

(3) Penghapusan piutang pajak Daerah oleh Bupati 

sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan 

ketentuan: 

a. tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah untuk jumlah sampai dengan 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan 

b. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah untuk jumlah lebih dari 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

(4) Penghapusan piutang pajak Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), yang besarnya tidak lebih 

dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditetapkan 

oleh Kepala BPKD. 

 

Pasal 47b 
 

(1) Guna penghapusan piutang pajak Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47a, Wajib 

Pajak mengajukan permohonan penghapusan 

piutang secara tertulis dengan memuat: 

a. nama dan alamat Wajib Pajak atau NIK; 

b. jumlah piutang pajak; 

c. tahun pajak; dan 

d. alasan penghapusan piutang pajak. 

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 

a. SPPT; 

b. SKPD; 

c. STPD; dan 

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, 

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 

dibayar bertambah. 

 

Pasal 47c 
 

(1) Piutang pajak Wajib Pajak orang pribadi yang 

menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau 

tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: 
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a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak 

dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan 

tidak meninggalkan harta warisan dan tidak 

mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak 

dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak 

mempunyai harta kekayaan lagi; 

c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena 

Objek Pajak sudah tutup; 

d. hak untuk melakukan penagihan sudah 

kedaluwarsa; atau 

e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena 

sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak 

dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen 

sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap 

atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan 

keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti 

bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya. 

(2) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut 

data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau 

tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: 

a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, 

direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik 

modal atau pihak lain yang dibebani untuk 

melakukan pemberesan atau likuidator atau 

kurator tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak 

memiliki harta kekayaan lagi; 

c. penagihan Pajak secara aktif telah 

dilaksanakan dengan penyampaian Salinan 

Surat Paksa kepada pengurus, direksi, 

likuidator, kurator, pengadilan negeri, 

pengadilan niaga, baik secara langsung 

maupun dengan menempelkan pada papan 

pengumuman atau media massa; dan 

d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah 

kedaluwarsa. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya  dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 26 Oktober 2017 

 

BUPATI PEKALONGAN, 
ttd 

ASIP KHOLBIHI 

 
 

Diundangkan di Kajen 

pada tanggal  26 Oktober  2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

                                  ttd 

                 MUKAROMAH SYAKOER 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 79 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan 

 

 

 

AGUS PRANOTO, SH., MH. 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19670914 199703 1 005 

 


